
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Ka bu paten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Besaran Tunjangan Transportasi Bagi 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Temanggung; 

b. bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Peraturan Daerah 
Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2017 ten tang 
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Temanggung, ketentuan lebih lanjut mengenai besaran 
tunjangan transportasi diatur dalam Peraturan Bupati; 

a. bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Daerah 
Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung, 
besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus 
sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang 
berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi 
Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya 
perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan; 
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MEMUTUSKAN: 

3. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah, Nornor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang­ 
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 199); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 
Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Ka bu paten Temanggung Tahun 2012 
Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Temanggung Nomor 23); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten 
Temanggung Tahun 2017 Nomor 18 Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 86); 

Menetapkan 

I 



(1) Besaran Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD adalah sebesar 
Rp.7.744.000 (tujuh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah) per 
bulan. 

(2) Pemberian Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dibayarkan terhitung mulai bulan Oktober 201 7. 

Pasal 4 

BAB III 
BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI 

(1) Pemerintah Daerah memberikan Tunjangan Transportasi kepada 41 (empat 
puluh satu) orang Anggota DPRD Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019. 

(2) Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam 
bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan serta dikenakan pajak sesuai dengan 
keten tuan peraturan perundang- undangan. 

Pasal 3 

Tunjangan Transportasi diberikan kepada Anggota DPRD dengan tujuan untuk 
kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang DPRD. 

Pasal 2 

BAB II 
TUJUAN PEMBERIAN TUNJANGAN TRANSPORTASI 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 

daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Temanggung. , .. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung. 
5. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Temanggung yang diresmikan 

keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpab /janji 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

6. Tunjangan Transportasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada 
Anggota DPRD sebagai tunjangan kesejahteraan. 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 
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SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TEMANGGUNG, 

Diundangkan di Temanggung 
pada tanggal r, lkJltllb9 SOIT 

M. BAMBANG SUKARNO 

BUPATI TEMANGGUNG, 

Ditetapkan di Temanggung 
pada tanggal ~ ieptlll'ber a.c>t7 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daera:h Kabupaten Temanggung. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 5 

BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 


